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PERATURAN BUPATI  B0NDOWOSO
NOMOR   \3 TAHUN 2025

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, BESARAN TUNJANGAIN KOMUNIRASI INTENSIF
DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA BESARAN DANA OPERASIONAL
BAff£ P±=Mpf+NAN 'DEWAN PERWAELAN RA~K¥-A¥ SAERAH

KABUPATEN BONDOWOSO TAHU`N 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAH BONBOWOSO,

Menimbang    :   bahwa untuk melaksanriran ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan Pasal
22  ayat  (7)  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bondowoso  Nomor  7
TrfutaH  2®17  tffitang  HfilE  K€t*camgrm  rian  AffiHrfestra±£f P±ca;`,p.£ffiarm
dan Anggofa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan
Peraturan    Bupati   tentang   Kemampuan    Keuangan    Daerah,
Be8aran  Tunjangan.  Komunikasi  Intellsif dan  Tunjangan  Reses
hags  ffimpinan  dan  Anggrfa  Deevan  P€rwifelan  Rakyat  Daerah,
serta Besaran Dana Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan
Ralayat Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025;

M€ngingat       :   1.   Undangrundang Nomor 12 Thhun 1950 tentang pembentukan
Daerah-daerah  Kabupaten  Dalam  Lin8kungan  Provinsi Jawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun  1950 Nomor
41 } sebagaimana telah diuhah dengan Undang-Undang Nomor
2  Tahaufi  i965  te±itang  Penbariaffi  B&ffis  Wilayali  Kotaprap.a
Surabaya dan Daerah Tin8kat 11 Surabaya dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun  1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah  Kota Be§ar dalam  Lingkungan  Efrovinsi Jawa
ffimur,   Jawa  Tengah,   Jawa   Barat   dan   Daerah   I8timewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor  19,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 2730) ;

±.   Undang-Undang  Nomor  17-  Tahun  2003  tentang    Keuangan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003
Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor  4286);

3.Undang-Undang...
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3.   Undang-Undang      Nomor       1       Tahun       2004       tentang
Perbendaharaan Negara (I.embaran Negara Republik Indonesia
Tchun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355} ;

4.   Undang-Undang Nomor  15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung).awab Keuangan Negara {Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara RepubHk Indonesia   Nomor 4400);

5.   Undang-Undang   Nomor   17   TaLhun   2014   tentang   Majelis
Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Rakyat,  Dewan
Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,
{Iiembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor
182,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568)   sebagrinana  telah   dfubah  deflgan   Undang-Undarig
Nomor   13   Tahun   2019   tentang   Perubahan   Ketiga   Atas
Undang-Undang   Nomor   17   Tahun   2014   tentang   Majelis
Pelmusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan
Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah
{Lembaran  Ncgana  Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor
181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6396);

6.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  RepubHk  Indonesia  Taliun  2014
Nomor £44, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor   5587)   sebagalmana   telah   diubah   beberapa   kali,
tera]chir   dengan   Undang-Undang   Nomor   9   Tahun   2015
Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
2014    tentang    Pemerintahan    Daerah    (Lembaran    Negara
Republik Indonesia fahun 2015 Nomor 5679);

7.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Hak
Keuangan  dan  Administratif  Pimpinan  dan  Anggota  Dewan
Perwakilan    Rakyat   Daerah    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia  Tahun   2017   Nomor   106,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ;

8.   Peraturan    Pemerintah   Nomor    12    Tahun    2018    tentang
Pedoman  Penyusunan Tata Tertib  Dewan  Perwaldlan  Rakyat
Daerah  Provinsi,   Kabupaten,   dan   Kota  (Lembaran  Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2018   Nomor   59,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197) ;

9.   Peraturan   Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019    tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  {Lembaran  NegaLra  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan I+embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322) ;

10. Peraturan  Fresiden  Nomor 82  Tahun  2018  tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor   165)   sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Presiden  Nomor  64  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Kedua
Atas   Peraturan   Presiden   Nomor   82   Tahun   2018   tentang
Jaminan  Kesehatan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahuri 2020 Nomor 130) sebagatmana telah diubah beberapa
kali  etralchir  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  59  Tahun
2024   tentang   Perubahan   Ketiga   atas   Peraturan   Presiden
Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (I.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);

1 1 . Peraturan . . .
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11.Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   62   Tahun   2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelakeanaali   dan   FREnggungiaREahan   Bana   QperastorLal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

12.Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   77   Tahun   2020
tentang   Pedoman   Teknis   Pengelolaan   Keuangan   Daerah,
(Berith Negara Republik Indonesia Thhun 2020 Nomor 1781};

13. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bondowoso  Nomor  7    Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten   Bondowoso   Tahun   2017   Nomor   7   Tambahan
I.€mbaran Dasrah Halbupaten Bendesrose H®mor 13};

14. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 42 Tahun 2017 tentang
Peraturan     Pelaksanaan     Peraturan     Daerah     Kabupaten
Bondowoso Nomor 7  Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggofa Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  {Berita  Daerah  Kabupaten  Bondowoso  Tchun  2017
Nomor 43)  sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan  Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 87 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso
Nomer  4£  Thhun  201?  tentang     Fhaturan  Felaksanaan
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bondowoso  Nomor  7    Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Berita  Daerah
Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 87) ;

15` Peraturan   Dewan   Perwakflan   Ralryat   Daerah   Kabupaten
Bondowoso Nomor  1  Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan   Rakyat   Daerah   Kabupaten   Bondowoso   (Berita
Daerah   Kabupaten   Bondowoso   Tahun   2018   Nomor   84A)
sehagainana  €eLah  diubah  bcherapa  kali,  terakhir  dengrn
Prmturan   Dewan   Perwakilan   Rakyat   Daerah   Kabupaten
Bondowoso  Nomor  1  Tahun  2022  tentang Perubahan  Kedua
Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bondowoso Nomor  1  Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan
PervaREan   Rdyat   Daerah   Kabupaten   Bondowoso   {Berita
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 Nomor 55);

MEMUTUSRAN:

Menetapkan    :   PERATURAN     BUPATI     TENTANG     KEMAMPUAN     KEUAVGAN
DAERAH,  BESARAN  TUNJANGAN  KOMUNIRASI  INTENSIF  DAN
TUNJANGAN   RESES   BAGI   PIMPINAN   DAN  ANGGOTA  DEWAN
PERWAKILAN     RAKYAT    DAERAH,     SERTA    BESARAN     DANA
OPERASIONAL  BAG&  PIMRINEN  DEWAN  PERWAICIIAN  RARTAT
DAERAI+ KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2025.

BAB I. . .
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BABI
KETENTUAN UMUM

Paed 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
I.  Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2*  Pemfrintah  Daerah  adalah  Pemerfutah  Daerah  Kabupaten

Bondowoso.
3.  Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4.  D€wan Perwaldlan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat

DPRD  adalah  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten
Bondowoso.

5.  Kemampuan   Heuangan   Daerah   adalah   klasifikasi   sua{u
daerah unfuk mementukan kehempek Kemampuan Kenangan
Daerah yap.g ditetapkan  berdasarhan formula sebagal dasar
penghitungan    besaran    tunjangan    komunikasi    intensif,
Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.

6.  Tunjangan  Homurikast  lnteasEf  adalah  tHnjangan  bempa
uang yang  dibedkan  kepnda  Pimpinan  dan  Anggoto  DPRD
setiap  bulan  dalam  rangka  mendorong  peningkatan  kinetia
dalani menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di
Daerah pemilihannya.

7.  T]mjangrn  Reses  adalah  tHnjangan  yang  diherikan  kepada
anggrta   DPRD   setiap   turLm   ]se   Dasrah   Pfmifihan   saa±
melakukan reses.

8.  Dana Operasional Pimpinan DPRD, yang selanjutnya disebut
DO,   adalah   dana   yang   diberikan   setiap   bulan   kepada
Hmpinan DPRD untllk menunjang kegiatan operasional yang
berkaltan dengam representasi, pelayaman, dan kebutuhan lain
guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD darl wakil
Ketua DPRD sehari-hari.

BJas 11
REMAMPUAN KEUAREAN DAERAH

Pasal 2

(1)  Perhitungan  kemampuan  keuangan  Daerah  dilakukan  oleh
Tim Anggaran  Pemerintah  Daerah  sebagai  dasar  penentuan
kelompok kemampuan keuangan daerah.

{2}  Berdasarhan  hastl  perhinan-gan  Tim  Amggaran  sebagedmana
dimaksud pada ayat {1},    Kemampuan     Keuangan     Daerah
Tahun 2025 sebesar Rp.456.558.749.075,72 (empat ratus lima
puluh enam milyar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh
ratus  empat  puluh  sembilan  ribu  tujuh  puluh  lima  koma
tujuh puluh dud ruFiah} dengirm rfuedam perfurfurmgan sedagai
b€rikut:
a.1.  Pendapatan                 Asli                 Daerah                 (PAD)

Rp.211.009.393.993,12     (dua    ratus    sebelas    milyar
sembilan  juta  tiga  ratus   sembilan   puluh   tiga  ribu
sanhilan  ra±us  sirmhilan  put=rfu  tier  harma  dug  belas
rupiah);

b.Dana. . .
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2.   Dana                  Bagi                       Hasil                       (DBH}
Rp.137.443.488.069,00    (seratus   tiga   puluh   tujuh
mfiyar empat ratus empat puluh tier juta gmpat ra±us
delapan  pulu-fi  delapan  ribu  enam  pulu.h  seribiian
rupiah);

3.   Dana                  Alokasi                  Umum                  {DAU}
Rp,881.906.003.493,00  {defapan  ratus delapan  puluh
satu milyar sembfian ratus enam juta tiga ribu empat
ratus sernbfian puluh tiga rupiafij.
J u mlah       Pendapatan       Umum       Daerah        Rp.
I.230,358.885,555,12   {satu   triliurL   dun   rafus   tiga
puluh milyar tiga ratus lima puluh delapan jufa lima
delapab ratus dehapan puhah lima jufa lima ra±us lira
puliuh lima koma dua belas rupiah) .

t*.1.   Eedapja   Gedi   dan   Tunjar±grn   EEgrmai   Hegeri   Sipil
{ENS}  Daerah  Rp+568+3ae+881+394  {Iima  ratus  ermm
puluh milyar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus
delapan  puluh  satu  ribu  tiga  ratus  sembilan  puluh
empat rupiah).

2.   Belazlja     Tanbahan      Pemghasflan      ENS      Daerah
Rp*213.4¥9.255tc85,4®  {drun  rates  tigr  behas  mi]:F:ar
empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima
pulu-h lima ribu delapan pu'1u-h lira koma empat puluh
rupiah).

3.   Jumlah Belanja Pegrwai Rp.773.8cO.136.479,40 {trjuh
rafus  tujuh  putuh  tigr  mikyar  delapan  raflrs  jufa
seratus tiga puluh enam ribu €ffip&€ ratus tujuh puluh
sembflan koma empat puluh rupiah) .

{3}  BerdE¥atlmm basil penhi"ngan aehagafmama diHut§ud paala
ayat {2), Kemampuan Keuangan Daerah dikelompoldrali pada
Kemampuan Keuangan Daerah sedang.

BAR Ill
BESARAN TUNJANGAN K±OMUNIKASI IRTENSIF, TU REANGARI

RESES, DEN DENfi OPERESIOHEL

Paed 3

{1}  Besaran    Tunjangan     Komunikasi     lntensif     adalah    Rp.
1C+58S+QQ8,-   {aepuhih  jufa  ]±ma  rafuB  ribEL  mpfah}   setiap
bulan.

(2}  Besaran   Tunjangan Reses adalah  Rp.  10.500.000,- (sepuluh
juta lira ratus ribu rupiah} per kegiatEn lfeses per aral±g.

(3}  Besaran DO adalah:
a.   KgtLia DPRD : Ep. 8,408.CcO,-   {delapan jufa apat ratus

ribu rupiah} setiap bulan; dan
b.   Wakil Ketua DPRD : Rp. 4.200.000,-(empatjufa dua ratus

ribu ruriah} setiap bulan.

BJRE IV. . .
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BRE rv
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai ber]aku,  Perafliran Bupa:ti
Bondowoso  Nomor  7  Tchun  2024  tentang  Kemarnpuan  Keuangan
Daerin,  Besaran  'nmjangan  Komundhasi  hatensif  dan  'I\mjangan
Eeeca Ea;;ri F#rmpinan alan Aiprty Benram Fbeng*Arilrm RElgrHk ©h*
aeda EE¥armm Daea  QPEras5ffifflfil  faqff  REpifeEra  HeREfl!ffi bemaREars
Rakyat Daerah  Kalbupaten  Bondowoso  Tchun  2024  q3erita Daerah
Kabupaten Bondo"oso Tchun 2024 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan
Tidak Berha.

Bal5
Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan
Fifeffimam Bup&ti ini dengrm penenxp&tanny:a dedarm Eerifa Daer&h
Ka:haapaten BaHden#aso+

Ditetapkan di Bondowoso
Hera €anggal  27  ma[et 2o25

UP

ra"i'i_-..
ABD. IIAnllD WAHID

Diundan8kan di Bondowoso
padatanggal  2|   rlarel 2o25

H. a5REEm           fiEftaH Hrirm          BeREcrm®5®,

t„`.+`

FHTrm ROzl

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2025  NOMOR  I a


